BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Proses penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat tidak
tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkayang mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penerbitan Akta Kelahiran
dari anak yang lahir dari perkawinan adat tidak tercatat ini pada prinsipnya
memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan akta anak pada
perkawinan tercatat. Perbedaan adalah terdapat syarat tambahan seperti
Surat Pernyataan Tanggung Jawab  Mutlak (SPTJM) untuk
memastikan keabsahan data bagi anak dari perkawinan adat yang
tidak tercatat. Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat yang belum
tercatat akan terdapat frasa tambahan “yang perkawinannya belum tercatat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Kendala dalam penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat tidak
tercatat adalah terletak pada kesadaran masyarakat terhadap arti penting

administrasi kependudukan. Orang tua yang sudah melangsungkan

perkawinan adat tidak mencatatkan perkawinan mereka ke Pencatatan
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Sipil. Status perkawinan orang tua yang tidak tercatat, terutama dalam
konteks perkawinan adat membuat penerbitan Akta Kelahiran anak
memerlukan persyaratan tambahan yakni menggunakan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Akta Kelahiran anak tersebut
mendapatkan tambahan frasa. Kesadaran masyarakat, terutama orang tua,
tentang pentingnya pencatatan perkawinan masih sangat rendah.
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pencatatan
perkawinan menjadi faktor penghambat. Kendala lain yang dihadapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang adalah
kesulitan dalam menjangkau masyarakat pedalaman untuk sosialisasi
mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang telah melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
administrasi kependudukan, antara lain:
a. Himbauan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat secara
luas dan cepat.
b. Pemasangan spanduk di lokasi strategis untuk penyebaran informasi
secara visual.
c. Mengadakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan untuk menjangkau
masyarakat secara langsung, terutama di daerah terpencil.
d. Koordinasi melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan berbagai
pthak untuk mendiskusikan strategi peningkatan kesadaran

administrasi kependudukan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa

saran yang penulis berikan.

1.

Peningkatan  edukasi masyarakat, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang disarankan untuk mengadakan
edukasi intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, baik melalui
penyuluhan, seminar, lokakarya, maupun kampanye di media sosial, agar
masyarakat lebih sadar dan termotivasi untuk mencatatkan perkawinannya.
Optimalisasi aksesibilitas layanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bengkayang disarankan membuka pos pelayanan keliling
atau bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memudahkan akses
layanan pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi masyarakat di
daerah terpencil.

Pelayanan langsung kepada masyarakat atau kegiatan jemput bola, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
disarankan melakukan kegiatan jemput bola untuk memberikan pelayanan

langsung kepada masyarakat di tempat terpencil.

Penulis berharap saran ini dapat bermanfaat untuk pengembangan

penelitian dan praktik administrasi kependudukan. Selain itu, diharapkan hasil

penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

pencatatan perkawinan dan prosedur pencatatan kelahiran. Kesadaran yang

lebih tinggi, akan membuat masyarakat lebih aktif dalam memberikan
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kontribusi nyata bagi perkembangan hukum dan kebijakan kependudukan di

Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan adat yang tidak tercatat.
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